
 
Jurnal Akuntansi Publik Nusantara (JURALINUS) 
Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) 
Volume 3, No. 1. Jan-Jun 2025 - E-ISSN: 3026-6157 
DOI: https://doi.org/10.61754/juralinus.v3i1   
    

 

 1 

Dampak GoodICorporateIGovernanceI(GCG)ITerhadaplKecurangan: 
Sudut Pandang dari Studi Literatur 
 
Rahma Umnun Mabyuni1*, Ilham Ramadhan Ersyafdi2, Fitriah Ulfah3 
 
1,2,3Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
*Corresponding author: rumnoen@gmail.com 
 
Abstrak 
Korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset merupakan permasalahan 
serius yang mengancam integritas dan keberlanjutan korporasi di berbagai sektor, termasuk 
sektor publik dan perbankan. Good Corporate Governance (GCG) menjadi solusi strategis dalam 
mencegah dan mengurangi praktik-praktik tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip seperti 
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. GCG tidak hanya 
berfungsi sebagai sistem yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan tetapi juga 
sebagai mekanisme pengendalian yang efektif untuk meningkatkan kinerja korporasi sekaligus 
mencegah tindakan kecurangan. Studi ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji 
peran GCG dalam mencegah tiga dimensi dari kecurangan yaitu korupsi, kecurangan laporan 
keuangan dan penyalahgunaan aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik 
dapat meminimalkan risiko kecurangan, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta 
menciptakan budaya organisasi yang kondusif bagi pengelolaan korporasi yang berkelanjutan. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kecurangan Laporan Keuangan, Korupsi, 

Penyalahgunaan Aset 
 

Abstract 
Corruption, financial reporting fraud and asset misappropriation are serious problems that 
threaten the integrity and sustainability of companies in various sectors, including the public and 
banking sectors. Good Corporate Governance (GCG) is a strategic solution in preventing and 
reducing these practices through the application of principles such as transparency, accountability, 
responsibility, independence, and fairness. GCG not only functions as a system that regulates 
relations between stakeholders but also as an effective control mechanism to improve company 
performance while preventing fraudulent acts. This study uses a literature study method to 
examine the role of GCG in preventing three dimensions of fraud, namely corruption, financial 
reporting fraud and asset misappropriation. The results of the study indicate that the 
implementation of good GCG can minimize the risk of fraud, increase management transparency, 
and create an organizational culture that is conducive to sustainable company management. 
Keywords: Good Corporate Governance, Financial Reporting Fraud, Corruption, Asset 

Misappropriation 
 
 

PENDAHULUAN  
Kecurangan merupakan salah satu masalah yang masih ditemukan di seluruh dunia tak 

terkecuali Indonesia. Kecurangan dalam dunia bisnis umumnya dikategorikan menjadi tiga jenis 
utama, yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi (Noviyanti et al., 
2024). Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk memperoleh 
keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi melibatkan penyalahgunaan 
kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik berupa uang, barang, atau jasa (Ersyafdi & Sianturi, 
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2018). Bentuk-bentuk korupsi dapat mencakup suap, pemerasan, kolusi, serta nepotisme. 
Kecurangan laporan keuangan mengacu pada manipulasi informasi keuangan dengan tujuan 
untuk menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, penyalahgunaan aset 
melibatkan penggunaan aset korporasi untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak 
sah. Kecurangan laporan Keuangan adalah tindakan yang disengaja untuk menyesatkan laporan 
keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan 
laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara memalsukan data, memanipulasi transaksi, atau 
menyembunyikan informasi penting. Dapat diartikan sebagai penyelewengan atau 
penyalahgunaan uang korporasi untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam era 
globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kompleksitas dan tantangan dalam 
mengelola risiko korupsi semakin meningkat. Banyak korporasi yang beroperasi di pasar 
internasional harus menghadapi peraturan yang berbeda, budaya yang beragam, dan praktik 
bisnis yang tidak selalu transparan. Hal ini dapat menciptakan celah bagi tindakan fraud untuk 
berkembang, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah dan budaya bisnis yang 
tidak etis. Sengaja menyalahgunakan aset korporasi untuk keuntungan pribadi dikenal sebagai 
penyalahgunaan aset. Pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, juga dikenal sebagai 
penyalahgunaan aset, adalah jenis penipuan paling umum yang dilakukan di tempat kerja. 
Penyalahgunaan aset dapat berupa penggelapan, pencurian, atau penggunaan aset untuk tujuan 
yang tidak sesuai dengan maksudnya. Sangat mengkhawatirkan bahwa ada peningkatan tingkat 
penyalahgunaan aset di industri perbankan saat ini. Menurut IAPI (2014), penyalahgunaan aset 
di bank tidak hanya merusak reputasi bank dan kredibilitasnya di mata masyarakat. Penipuan 
seperti penyalahgunaan aset biasanya dilakukan oleh karyawan dalam waktu yang singkat. 

Fenomena korupsi dan kecurangan telah menjadi tantangan serius yang mengancam 
berbagai sektor di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Noviyanti et al., (2024)  
menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merilis laporan Occupational 
Fraud 2024: A Report to the Nations, yang mencantumkan Indonesia di posisi ketiga pada tahun 
2024 sebagai negara dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak di Asia-Pasifik. Praktik-praktik 
tidak etis ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, tetapi juga menghambat 
pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) menjadi sangat penting sebagai langkah pencegahan dan 
pengurangan praktik koruptif serta perilaku menyimpang di korporasi (Handayani & Ersyafdi, 
2024). Untuk mengatasi persoalan tersebut, konsep GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
memiliki peran strategis. GCG adalah kumpulan prinsip, mekanisme, dan proses yang mengatur 
pengelolaan suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan organisasi dikelola secara 
transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. GCG dapat berfungsi sebagai alat untuk 
mencegah korupsi dengan menekankan penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab 
sebagai dasar terciptanya keterbukaan informasi dalam korporasi. Selain GCG, faktor internal 
yang juga memengaruhi penerapan konsep antikorupsi adalah karakteristik korporasi. 
Karakteristik ini meliputi keadaan khusus yang melekat pada korporasi, yang bisa berbeda 
antara satu korporasi dengan lainnya tergantung pada kondisinya. Salah satu aspek 
karakteristik korporasi adalah ukuran korporasi, yang mencakup jenis industri dan skala 
korporasi. Penggunaan atribut GCG serta karakteristik korporasi sering kali diterapkan untuk 
mengkaji pengaruhnya terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Salah satu fokus utama 
adalah penyampaian informasi terkait kebijakan antikorupsi dalam korporasi. GCG merupakan 
suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pihak 
berkepentingan lainnya dalam korporasi. Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja korporasi. Namun demikian, masih 
banyak korporasi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. 

Banyak juga dari studi-studi terdahulu yang menyampaikan bahwa GCG dapat 
memengaruhi kecurangan seperti Anugerah (2014), Jannah (2016), Ramadhany et al (2017), 
Wulandari & Nuryanto (2018), Rowa & Arthana (2019), Ariastuti & Yuliantari (2020) sehingga 
studi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana GCG dapat memengaruhi tiga unsur-unsur 
kecurangan yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi berdasarkan 
studi literatur. Kebaharuan dari studi ini adalah membahas bagaimana GCG memberikan 
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dampak ke masing-masing dari unsur kecurangan tersebut. Serta studi ini mempunyai urgensi 
dalam mengkontribusikan bagaimana dampak GCG terhadap tiga unsur-unsur kecurangan agar  
tercipta pemahaman dan pandangan bahwa GCG merupakan hal penting untuk 
diimplementasikan di lingkungan kerja dan korporasi. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode studi yang diterapkan adalah studi literatur. Studi literatur merujuk pada suatu 
pendekatan studi atau pengembangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi 
studi-studi yang relevan dengan topik tertentu (Royandi et al., 2023). Menurut Setiawan (2016), 
studi literatur mencakup segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi 
yang relevan dan terbaru terkait topik atau masalah yang sedang diteliti. Studi ini difokuskan 
pada hasil-hasil penulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik atau variabel studi. 
 
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan langkah strategis yang efektif dalam 
mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi. Melalui pelaksanaan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan dan kesetaraan, 
korporasi dapat menciptakan suasana kerja yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. 
Konsistensi dalam implementasi dan dukungan penuh dari seluruh pihak di korporasi, 
terutama dari para pemimpin, sangat penting untuk memastikan bahwa GCG berfungsi sebagai 
perlindungan yang kokoh terhadap korupsi. Dengan demikian, korporasi tidak hanya 
menghindari risiko hukum dan kerusakan reputasi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya 
pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. 
 
Dampak GCG terhadap Korupsi 

Pemberantasan korupsi melalui penerapan good governance merupakan prioritas 
utama dalam upaya menciptakan negara, masyarakat dan bangsa yang lebih sejahtera serta 
terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini penting mengingat kondisi 
masyarakat Indonesia yang masih jauh dari kehidupan yang layak, sementara korupsi tetap 
merajalela (Rasul, 2009). Meski demikian, perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
bersih tidak boleh berhenti dan harus terus diupayakan secara maksimal hingga pada akhirnya 
bangsa ini dapat mencapai kemartabatan yang tinggi, dengan tanggung jawab, komitmen, dan 
integritas yang kuat (Septiani & Kusumastuti, 2019). Good governance tidak hanya mencakup 
clean governance, tetapi juga melibatkan semua faktor pendukung yang harus memiliki 
pedoman etika (code of conduct) tersendiri, ketaatan terhadap hukum, sistem yang baik, dan 
sebagainya. Namun, fungsi negara dalam melindungi kelompok-kelompok yang tidak memiliki 
kekuasaan tetap harus menjadi aspek penting dalam mewujudkan good governance. Hal ini 
sangat relevan mengingat keberadaan civil society yang masih terpengaruh oleh praktik korupsi 
(Supratman, 2018). 

Studi yang dilakukan oleh Jannah (2016) menunjukkan bahwa pencegahan korupsi 
dapat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip GGC. Prinsip-prinsip GCG yang 
diimplementasikan dengan baik oleh suatu instansi atau korporasi terbukti mampu menjaga 
keberlanjutan korporasi dan meningkatkan daya saing, bahkan dengan korporasi yang memiliki 
skala lebih besar. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Napitupulu & Ramadhita (2022) yang 
menyatakan bahwa pencegahan anti korupsi dapat dipengaruhi secara parsial maupun 
simultan oleh GCG. Selain itu, menurut Ariastuti & Yuliantari (2020) GCG adalah konsep yang 
dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengawasan kinerja manajemen dan 
memastikan akuntabilitas manajemen kepada otoritas dalam kerangka peraturan yang ada. 
Berdasarkan kajian literatur dari berbagai studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan GCG berkontribusi pada upaya pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa GCG mempunyai dampak terhadap terhadap pencegahan korupsi. 

Efektivitas pemerintahan yang baik di Indonesia semakin terlihat seiring berjalannya 
waktu. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana negara yang dianggap lebih baik 
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dan efisien telah meningkat sebagai hasil dari transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. 
Partisipasi masyarakat juga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pengambilan 
keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Di bawah keadaan ini, 
pemerintahan menjadi lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
Meskipun masih ada beberapa hambatan untuk menerapkan pemerintahan yang baik di 
Indonesia, beberapa tindakan yang telah diambil menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah 
terus berusaha meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata 
kelola pemerintahan. Dengan melakukan hal-hal ini, diharapkan pemerintahan yang baik dapat 
menjadi landasan yang kokoh untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, bebas dari 
korupsi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
 
Dampak GCG terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mangartikan bahwa corporate 
governance sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara karyawan, 
pemerintah, kreditur, pemegang saham, pengelola korporasi, serta pemangku kepentingan 
eksternal dan internal lainnya, dengan fokus pada kewajiban dan hak masing-masing pihak. 
Dengan kata lain, corporate governance merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur dan 
mengendalikan korporasi. Sistem ini mencakup hubungan antara berbagai pemangku 
kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan korporasi yang baik, yang pada 
akhirnya diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak terkait. Corporate 
governance memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan pada pelaporan keuangan 
oleh manajer korporasi. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan tersebut adalah kelemahan 
sistem tata kelola dalam korporasi. Korporasi dengan tata kelola yang lemah memiliki risiko 
tinggi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Skousen et al., (2009) mengungkapkan bahwa 
insiden kecurangan tertinggi ditemukan pada korporasi dengan sistem corporate governance 
yang lemah. Selanjutnya, menurut Kardhianti & Srimindarti (2022) kecurangan laporan 
keuangan, juga dikenal sebagai salah saji material dalam laporan keuangan, adalah jenis 
kecurangan yang paling umum terjadi karena sistem GCG korporasi yang buruk, yang 
bertanggung jawab untuk mencegah manajer korporasi menyampaikan kecurangan laporan 
keuangan. 

Penerapan GCG di korporasi diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi 
untuk mencegah terjadinya kecurangan (Ramadhany et al., 2017). Implementasi GCG dapat 
menciptakan persaingan yang sehat dan membangun iklim usaha yang mendukung serta 
kondusif, sehingga berkontribusi pada peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia (Setiawan et al., 2016). Penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, 
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, mendorong pengelolaan korporasi 
secara profesional, yang pada gilirannya meningkatkan performa dan kinerja korporasi 
(Ramadhany et al., 2017). Prinsip-prinsip ini memungkinkan para pengelola korporasi untuk 
menunjukkan kinerja yang baik serta memprioritaskan kepentingan semua pemangku 
kepentingan guna mencapai tujuan korporasi (Rowa & Arthana, 2019). Implementasi tujuh 
fungsi tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan seimbang memberikan dampak positif 
terhadap kredibilitas tata kelola, menghasilkan pelaporan keuangan yang bisa dipercaya dan 
valid, serta mendukung hasil audit yang akuntabel (Anugerah, 2014). GCG yang baik, jika 
diintegrasikan ke dalam nilai dan budaya organisasi, dapat mendorong karyawan bekerja lebih 
efektif untuk mewujudkan tujuan korporasi. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan dan 
individu yang terlibat di dalamnya menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan fungsi tata kelola 
korporasi. GCG juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah fraud, khususnya dalam 
pelaporan keuangan. Hal ini memastikan manajemen korporasi bertindak sesuai dengan 
regulasi yang berlaku (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Selain itu, penerapan GCG menjadi 
mekanisme pengendalian kinerja korporasi, membantu mencapai target yang ditetapkan, dan 
melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dari potensi kerugian (Maisaroh & 
Nurhidayati, 2021). 
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Dampak GCG terhadap Penyalahgunaan Aset 
GCG merupakan sistem yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya 

korporasi guna menciptakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam 
organisasi. Dengan penerapan GCG yang efektif, korporasi dapat mengurangi risiko terjadinya 
penyalahgunaan aset, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau penggunaan 
aset korporasi untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu. Menurut studi yang dilakukan 
oleh Istifadah dan Senjani (2020), kesempatan atau peluang yang dimiliki individu dalam suatu 
organisasi dapat menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kemungkinan terjadinya 
penyalahgunaan aset. Mereka mengungkapkan bahwa semakin besar kesempatan yang dimiliki 
oleh seseorang, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya tindakan penyalahgunaan aset di 
dalam korporasi. Selain kesempatan, terdapat faktor lain seperti budaya organisasi, integritas 
individu, dan pengawasan, mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi 
tindakan tersebut. Pengendalian internal yang efektif adalah elemen kunci dalam penerapan GCG 
untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan aset. Studi yang dilaksanakan oleh Savitri & 
Herliansyah (2022) menyampaikan bahwa makin bagus GCG di suatu korporasi maka akan 
makin menurunkan penyalahgunaan asetnya. Hal tersebut konsieten dengan teori diamond yang 
menjabarkan bahwa saat pegawai mengalami rasa putus asa sehingga mereka akan 
membenarkan/merasionalisasikan segala bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan sehingga 
dianggap tindakannya benar, masuk akal maupun dapat diterima secara moral. Searah dengan 
studi Kurniawan & Izzaty (2019) menyampaikan perilaku ilegal yang dilakukannya tetap 
dipercaya walaupun telah melakukan kecurangan. Pembenaran_ditunjukkan pelaku sebelum 
melakukan_kecurangan,-dan bukan ditunjukkan-sesudah-melakukan kecurangan. Rasionalisasi 
yang biasanya_dilakukan  dalam bentuk peminjaman_aset  yang dicuri untuk_kepentingan orang 
lain_yang_disukainya. 

Hasil studi dari Saputra (2017) juga menyampaikan bahwa GCG ialah sebuah metode 
yang efektif untuk diimplementasikan agar tercapai visi dan misi dari korporasi secara 
maksimal. Searah dengan teori fraud diamond untuk memperkecil peluang penyalahgunaan aset 
di lingkungan kerja suatu korporasi. Jika GCG tidak diterapkan dengan baik, maka risiko 
penyalahgunaan aset korporasi akan meningkat. Tanpa kontrol yang efektif dan pemisahan 
wewenang yang jelas, manajer atau pihak yang berwenang mungkin menggunakan aset 
korporasi untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, 
penting bagi korporasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diimplementasikan secara 
konsisten agar penyalahgunaan aset dapat dicegah dan korporasi dapat berkembang dengan 
sehat dan berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN 

Korupsi, kecurangan dalam laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset merupakan 
masalah besar yang dapat merugikan baik organisasi maupun masyarakat. Implementasi Good 
Corporate Governance (GCG) menjadi solusi strategis untuk mengatasi isu-isu tersebut. Prinsip-
prinsip seperti keadilan, kemandirian, tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi dalam 
GCG berfungsi untuk mencegah praktik korupsi dan perilaku tidak etis lainnya. GCG tidak hanya 
menciptakan lingkungan korporasi yang bersih tetapi juga mendukung pengelolaan yang lebih 
profesional, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
Studi menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat menurunkan risiko kecurangan 
dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Dalam konteks pelaporan keuangan, tata 
kelola yang kuat memastikan keakuratan informasi, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan 
terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam pencegahan penyalahgunaan aset, GCG 
memperkuat pengendalian internal dan membangun budaya integritas dalam organisasi. 
Dengan sistem yang jelas dan terstruktur, korporasi dapat melindungi asetnya dari tindakan 
tidak etis seperti penggelapan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Namun, 
tantangan dalam penerapan GCG tetap ada, termasuk adanya resistensi internal dan kurangnya 
konsistensi dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, berbagai studi menekankan pentingnya 
dukungan dari seluruh pihak, terutama manajemen puncak, untuk memastikan keberhasilan 
penerapan prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, penerapan GCG yang konsisten dan 
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menyeluruh akan meningkatkan reputasi korporasi, mengurangi risiko korupsi, dan 
membangun kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. 
 
KETERBATASAN & SARAN 

Studi ini mempunyai keterbatasan tidak disertai bukti empiris bagaimana dampak GCG 
terhadap tiga bentuk kecurangan yaitu penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan 
kecurangan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh 
GCG terhadap masing-masing unsur dari kecurangan tersebut secara parsial maupun simultan. 
Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melihat bagaimana pengaruh GCG terhadap elemen-
elemen penyebab kecurangan seperti rasionalisasi, kesempatan, kapabilitas, arogansi dan 
tekanan.    
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